




2.1 Tinjauan Umum tentang Pengertian Anak 
2.1.1 Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
Berbagai definisi tentang anak yang diberikan oleh Undang-Undang 
memiliki perbedaan sesuai dengan Undang-Undang tersebut, berbagai 
definisi ialah sebagai berikut : 
a. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1  Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Berbunyi sebagai 
berikut : “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.20 
b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
manusia berdasarkan pasal 1 angka 5, berbunyi sebagai berikut: “ anak 
ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut adalah demi kepentingannya”.21 
c. Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang 
No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi sebagai berikut : 
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“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah kawin”.  22 
Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak memberikan pengertian secara tegas tentang pengertian anak, 
menurut Undang-undang tentang SPPA ada beberapa kriteria tentang anak itu 
sendiri, yaitu sebagai berikut: 
1) Pasal 1 angka 2   
“anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 
menjadi saksi tindak pidana’’23 
2) Pasal 1 angka 3  
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”24 
3) Pasal 1 angka 4 
“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 
Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang disebabkan oleh tindak pidana.’’25 
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4) Pasal 1 angka 5 
“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.’’ 
2.1.2 Pengertian Anak Menurut Para Ahli 
 Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat 
yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 
tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada 




Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya 
dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak 
perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum 
dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak 
yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, 
walaupun ia belum berenang kawin."
27
 
Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur 
muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh 
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untuk keadaan sekitarnya”.28 Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan 
secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling 
rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan 
dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, 




Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut 
di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk 
menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas 
agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur 
anak itu sendiri. 
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan 
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan 
Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. 
Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang 
atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain 
dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.
30
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Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan 
hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan 
mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :
31
 
Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :  
a. Pengrusakan terhadap barang; 
b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;  
c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;  
d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya. 
 Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang 
diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun 
integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam 
bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan 
demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka 
kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.
32
 
 Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan 
terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. 
Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi 
yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal 
Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. 
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Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman 
yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.
33
 
 Menurut Santoso kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan 
memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu 
pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual 
kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan 
pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, 
tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana 
kekerasan kolektif yang mucul dari situasi kolektif yang sebelumnya 
didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam 
periode waktu yang lebih lama.
34
 
 Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang 
dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan 
menurut pasal ini ialah : Membuat orang pingsan atau tidak berdaya 
disamakan dengan menggunakan kekerasan.
35
 
 Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau 
tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak 
mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat 
mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu 
masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. 
36
 
                                                          
       
33
 http://www.masibied.com/search/pengertian‐arti‐kata‐penafsiran‐menurut‐para‐ ahli_ftn2, 
Diunduh pada 20 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB 
 
       
34
 Topo Santoso, Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24   
 
       
35
 R. Susilo, 1995, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) , Politeia, Bogor, 
hlm.98. 






 Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan 
hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti : 
  “Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum’’.37 
 Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan 
oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu 
pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”38 
 Kekerasan menurut Zakariah Idris adalah perihal yang berciri atau 
bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau meyebabkan kerusakan 
fisik atau barang orang lain.
39
 
2.2.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan 
tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah 
tangga, sebagai berikut: 
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“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga.” 40  
Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada 
pokoknya ditujukan kepada perempuan ataupun anak, meskipun tidak 
menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi 
kepada laki-laki sebagai korban. 
Menurut Arif Gosita bahwa yang dimaksud dengan KDRT adalah 
berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, 
dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/ 
menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami). Berdasarkan beberapa pengertian 
diatas, maka penulis mendefinisikan KDRT adalah perilaku menyimpang 
yang menyebabkan penderitaan dan cedera baik dalam bentuk fisik, 
psikologis, penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan oleh 
anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.
41
 
Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: 
“bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 
                                                          
       
40
 Lihat pada pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga 
       
41








Menurut penjelasan ini, kekerasaan itu merupakan wujud perbuatan 
yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau 
penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan 
adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan 
pihak lain yang dilukai. 
Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai 
Kejahatan”, menurutnya kekerasan adalah:43 
“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, 
dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang 
lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.” 
Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata 
keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah 
sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang 
terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini.” 44 
Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan 
sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
                                                          
       
42
 kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 21.17 WIB. 
 
       
43
 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama, Hlm 411. 
 
       
44
 Lihat Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-




suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
45
 
Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah 
tangga.
46
 Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan 
dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif.  
Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka 
kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan 
yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. 
2.2.3 Ruang Lingkup Rumah Tangga 
Didalam pasal 2 Undang-Undang nomor 23 tahun  2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga ini meliputi :  
a) suami, isteri, dan anak 
b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah 
tangga; dan/atau 
c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut 
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d) orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai 




Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadi dengan beberapa 
konteks antara lain :
48
 
1. Kekerasan pada suami terhadap istri 
Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istri sebab ia 
adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang mucul adalah 
perilaku tirani dan kesewenang-wenangan suami atas istri dan anak-
anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri 
atau anak-anak, atau pembantunya, hanya gara-gara alasan yang amat 
sederhana. 
2. Kekerasan istri terhadap suami 
Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin.Kekerasan 
bisa terjadi dari istri terhadap suami. Kekerasan psikologis terjadi 
misalnya tatkala istri melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami. 
Istri menteror suami dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang 
menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa 
terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. 
Termasuk melakukan tindakan penyelewengan seksual atau 
perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan matz. 
3. Kekerasan orang tua kepada anak-anak 
Kekerasan fisik terjadi tak kala orang tua sering main pukul terhadap 
anak- anak. Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak prinsip, 
orang tua menjadi emosi dan menghukum anak dengan tindakan keras. 
Tak jarang dijumpai ada anak menjadi cacat seumur hidup karena 
penyiksaan orang tua, atau bahkan menjadi mati teraniaya. 
4. Kekerasan anak kepada orang tua 
Banyak pula dijumpai, anak-anak menjadi pelaku kekerasan baik secara 
fisik, seksual maupun psikologis terhadap orang tuanya. Berawal dari 
perbedaan pendapat, atau dari keinginan yang tidak dituruti, atau dari 
pembagian serta perlakuan yang tak adil dari orang tuanya, anak menjadi 
berang dan menganiaya orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang sampai 
menyebabkan kematian orang tua. Contohnya adalah anak menghujat, 
mencela, berkata kasar dan kotor kepada orang tuanya, anak mengancam 
akan melarikan diri dari rumah, mencederai orang tua, dan berbagai 
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ancaman lainnya karena ingin memaksakan kehendaknya sendiri terhadap 
orang tua. 
5. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga 
Karena posisi pembantu rumah tangga yang sering dipandang sebelah 
mata, dalam kehidupan masyarakat kita banyak ditemukan bentuk-bentuk 
kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, khususnya pembantu 
perempuan. Seperti penyiksaan fisik, pemukulan, pelecehan seksual, 
perkosaan, serta kekerasan psikologis seperti kata-kata hinaan, dan 
ancaman-ancaman lain. 
 
2.2.4 Macam-macam Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Bentuk – Bentuk Kekerasan Pada Anak, Dalam Pasal 5 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Anak dalam 
Rumah Tangga dijelaskan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan 
dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, 
dengan cara: 
a. Kekerasan fisik 
b. Kekerasan psikis 
c. Kekerasan seksual atau 
d. Penelantaran rumah tangga 
Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a) Kekerasan Fisik  
Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa 
sakit, jatuh sakit atau luka berat. tindakan kekerasan yang termasuk dalam 
kekerasan fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, 
menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain 
sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, 
baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa 
 28 
 
persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan 
fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, 
penganiayaan, dan perkosaan.
49
 Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa 
luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.  
Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang 
PKDRT adalah sebagai berikut : 
“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah 
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”50 
b) Kekerasan Psikologis  
Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang 
merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang 
menjadi trauma.  
Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian 
kekerasan psikis, sebagai berikut:  
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang.”51 
c) Kekerasan Seksual  
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Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 
terhadap orang yang menatap dalam lingjup rumah tangga tersebut. 
Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 
tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu.  
Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah 
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : 
1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 




d) Penelantaran Rumah Tangga / kekerasan ekonomi 
Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam 
lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun 
batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak.  
Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang 
PKDRT adalah:  
1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
                                                          






cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 




Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu 
berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku 
demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan 
yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri 
bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak 
memberikan uang belanja. 
2.3 Tinjauan Umum tentang Tugas Kepolisian 
Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau 
dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian tugas lembaga yang 
dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis 
dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang pengayoman dan bidang 
pelayanan. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang menentukan tugas-tugas Kepolisian. Sementara 
tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu penjabaran dari 
tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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Adapun tugas kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian. Untuk tercapainya tujuan negara yang aman tentram 
dan damai, kepolisian melaksanakan tugas pokok yaitu : 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
b. Menegakkan hukum 




Dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, disebutkan mengenai tugas yang harus 
dilaksanakan oleh Polri, adapun bunyi pasal tersebut, sebagai berikut : 
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.  
2. Menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban 
dan kelancaran lalu lintas di jalan. 
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. 
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.  
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.  
6.  Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 
pengaman swakarsa.  
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7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas 
polisi.  
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk 
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia. 
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.  
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan 
dalam lingkup tugas kepolisian, serta  
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.56 
2.4 Tinjauan Umum tentang Penyelidikan 
2.4.1 Pengertian Penyelidikan  
Penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 
butir (5) yang berbunyi:  
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
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pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.57 
Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan 
pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik 
atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran 
sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung 
yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara 
hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, 
menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan 
menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau 
bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi 
kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu 
informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat 
manusia. 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
di atur dalam Undang-undang.
58
 
Dalam bukunya M. Yahya Harahap SH, yang diberi judul 
“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan 
bahwa sebelum KUHAP berlaku “opsporningh” atau dalam istilah inggris 
disebut “investigation” merupakan kata yang digunakan untuk 
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menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan 
dengantindakan pengusutan (opsporing). Yang dimaksut tindakan 
pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan 
dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. 
Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opsporningh) atau 
penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan 
fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan 
ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.
59
 
Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus 
menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab 
kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat 
yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang 
mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang 
trdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka behak menuntut ganti rugi 
rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah 
beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat 
penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadahi di tangan penyidik. 
Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut 
dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan 
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menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar 
memadahi untuk melanjutkan penyidikan.
60
 
Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian 
menggunakan istilah reserse. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan 
laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk 
diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. 
Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan 
oleh Van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari 




Penyelidikan dilakukan berdasarkan :  
a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh 
penyelidik/penyidik. 
b. Laporan polisi.  
c. Berita Acara pemeriksaan di TKP.  
d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi. 62 
Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :  
a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu 
peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak 
pidana atau bukan.  
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b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi 
jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya. 
c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. 
Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya 
merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. 
2.4.2 Aparat Penyelidik  
Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyelidik adalah 
pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 
undangundang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap 
pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang 




2.4.3 Fungsi dan Wewenang penyelidik  
Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci 
pada pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, membagi dan 
menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyelidik dari dua sudut 
pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu 
berdasarkan hokum dan perintah penyidik. 
64
 
Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hokum sebagaimana 
pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber 
undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, 
yaitu: 
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a. Menerima Laporan dan Pengaduan Berangkat dari adanya laporan atau 
pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang 
melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan 
hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo25 KUHAP dikemukakan 
tentang pengertian laporan dan pengaduan.  
Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah 
pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau 
kewajiban bedasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.  
Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi: Pengaduan adalah 
pemberit5ahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan 
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum 
seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.  
Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan 
penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan 
ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah 




b. Mencari Keterangan dan Barang Bukti  
Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya 
itu memang benar-benar telah terjadi,maka penyelidik harus 
mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tidak 
pidana tersebut. Bedasarkan data dan fakta yang diperolehnya 
                                                          
       
65
 H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, pembahasan permasalahan KUHAP bidang 




penyelidik dapat menentukan apakah apakah peristiwa itu benar 
merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut 
dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan 
dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan 




c. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai  
Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada 
penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, 
bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat 
perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam 
pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyelidik, maka 
sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang 
dicurigai melakukan tindakan tersebut  
Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan 
tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat 
dibenarkan hokum, pejabat penyelidik harus cepar-cepat mendatangani 
pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyelidik mempersiapkan 
“surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan 
menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.67 
d. Tindakan Lain Menurut Hukum  
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Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain 
menurut hokum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak 
bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan 
memaksa.  
Kedua, kewenangan bedasarkan perintah penyidik. Tindakan yang 
dilakukan penyelidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan 
melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:  
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 
penyitaan.  
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.  
3. Mengambil sidik jari memotret seseorang.  
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik 
2.4.4 Administrasi penyelidikan 
  Sebagaimana dijelaskan pasal 9 Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa administrasi 
penyelidikan meliputi : 
a Surat perintah tugas 
b Surat perintah penyelidikan; dan 
c LHP 
2.4.5 Kegiatan Penyelidikan 
Dalam pasal 11 Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana, di sebutkan mengenai kegiatan penyelidikan 
yang dilakukan dengan: 
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a Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan  
b Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.  
Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan 
untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.  
Adapun kegiatan penyelidikan menurut pasal 11 Perkap Kapolri Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan terkait 
kegiatan penyelidikan di pasal 12 Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana meliputi : 
a pengolahan TKP 
b pengamatan (observasi) 
c wawancara (interview) 
d pembuntutan (surveillance) 
e penyamaran (under cover) 
f pelacakan (tracking); dan 
g penelitian dan analisis dokumen.  
2.4.6 Kegiatan Penyelidikan 
  Dalam pasal 24 Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan mengenai kegiatan 
penyelidikan yang sudah disebutkan pada pasal 12 Perkap Kapolri Nomor 14 





a Pengolahan TKP 
1. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas 
tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya 
2. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan  
3. Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi; 
b Pengamatan (observasi) 
1. Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu 
untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan 
2. Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada 
berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;  
c Wawancara (interview) 
1. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik 
wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan  
2. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari 
jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, 
bagaimana, dan bilamana 
d Pembuntutan (surveillance) 
1. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau 
orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana 
2. Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak 
pidana; dan  





e Pelacakan (tracking) 
1. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan 
menggunakan teknologi informasi 
2. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ 
lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan  
3. Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;  
f Penyamaran (undercover) 
1. Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya 
untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;  
2. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari 
kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; 
dan 
3. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran 
sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat 
melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu 
(controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan 
(raid planning execution) 
g Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasuskasus tertentu 
dengan cara 
1. Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; 
dan 
2. Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun 
anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.  
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2.5 Tinjauan Umum tentang Penyidikan 
2.5.1 Pengertian Penyidikan  
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah 
penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau 
tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak 
pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan 
hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan 
pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap 
atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik 
berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta 
mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak 
pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.  
Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP 
yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: 
 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”68 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang 
terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 
tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan 
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b.  Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik 
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan 
tersangkanya.  
Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi 
tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang 




2.5.2 Pengertian Penyidik 
Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi 
Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam 
pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. 
Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat 
penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.
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Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 




Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak 
sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, 
ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan 
instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari 
ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai 
pejabat penyidik antara lain adalah:  
a. Pejabat Penyidik Polri 
Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai 
penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu 
ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 
ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan 
kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan 
Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa 
PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat 
penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:  
1) Pejabat Penyidik Penuh  
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik 
penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan 
pengangkatan,yaitu:  
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a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi 
b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua 
apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat 
penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua 
c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia  
2) Penyidik Pembantu  
Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah 
Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh 
Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur 
denganperaturan pemerintah.
72
 Pejabat polisi yang dapat diangkat 
sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 
Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat 
diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu: 
73
 
a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi 
b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara 
dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda 
(Golongan II/a) 
c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul 
komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.  
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan 
wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka 
miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah 
menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu 
pasal.
74
 Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri 
sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana 
yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan 
pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP 
yang berbunyi: 
 “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 
(1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang 
menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan 
tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri” 
2.6 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 
2.6.1 Pengertian Penegakan Hukum  
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 
Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.  
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.  
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Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 
konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
75
 
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-
kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.  
Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif 
dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, 
memberikan keadilan dalam menjamin di taatinya hukum materiil dengan 
menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
76
 
Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya 
merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , 
kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum 
merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi 
kenyataan.  
Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-
kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan 
hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara 
konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, 
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dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung 
jawab.  
Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:
77
 
1) Ditinjau dari sudut subyeknya: 
Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek 
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan 
aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. 
Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya 
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan 
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.  
2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:  
Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai 
keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-
nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.  
Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan 
peraturan yang formal dan tertulis 
2.6.2 Faktor-faktor Penegakan Hukum 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah 
henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi 
menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di 
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dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan 
hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi 
kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada 
faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang 
harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. 
Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang 
mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban 
dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan 
dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti 
pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan 
sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan 
penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat 
ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi 
kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-
peraturan maupun di dalam penerapannya. 
Menurut Soerjono Soekanto  penegakan hukum bukan semata-




1. Faktor hukumnya sendiri. 
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum.  
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
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4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut 
berlaku atau diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup. 




1. Faktor Hukum  
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 
sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 
ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang 
tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat 
dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan 
dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan 
hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian 
antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 
kedamaian. 
2. Faktor Penegak Hukum  
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 
petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 
keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 
penegak hukum. 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 
perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 
Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal 
yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami 
hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang 
kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih 
diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis 
yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari 
pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.  
4. Faktor Masyarakat  
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 
sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 
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terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 
yang bersangkutan. 
5. Faktor Kebudayaan  
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu 
mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 
berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan 
orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok 
tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 
dilakukan, dan apa yang dilarang. 
 
Kelima Faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan 
hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk 
mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor 
tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan 
oleh karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak 
hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi 
antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di 
samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum 
merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, 
sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat. 
 
  
